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Abstract: In the notary science known as the "Notary 
Protocol", is the State Archive which must be kept and 
maintained by a notary. Once the importance of the storage 
and security of the notarial protocol, to the notary who has 
died, there is an obligation of the heir to inform and submit 
notary protocol to the Regional Supervisory Board (Majelis 
Pengawas Daerah/MPD), then the Regional Supervisory 
Board (MPD) designates another notary as the notary 
receiver of the protocol to receive and store the notary 
protocol. Notary protocols which are not submitted to 
other notaries result in harm to the parties, especially if 
they are a problem and need to be verified in court by the 
parties or parties concerned. The authority of the Regional 
Supervisory Board (MPD) is to request a notary protocol to 
the heirs of a notary who has died. 
 
Abstrak: Dalam bidang kenotariatan dikenal istilah 
“Protokol Notaris”, yaitu Arsip Negara yang harus disimpan 
dan dipelihara oleh notaris. Begitu pentingnya 
penyimpanan dan keamanan protokol notaris, maka 
terhadap notaris yang meninggal dunia, terdapat kewajiban 
ahli waris untuk memberitahukan dan menyerahkan 
protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), 
selanjutnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) menunjuk 
notaris lain sebagai notaris penerima protokol untuk 
menerima dan menyimpan protokol notaris tersebut. 
Protokol notaris yang tidak diserahkan kepada notaris lain 
berakibat kerugian pada para pihak terutama bila akta 
tersebut bermasalah dan diperlukan pembuktian di 
pengadilan oleh para pihak atau pihak-pihak yang terkait. 
Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) lah untuk 
meminta protokol notariskepada ahli waris dari notaris 
yang meninggal dunia. 
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Jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan 
biasa disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). 
Semua hal tentang Notaris harus mengacu pada Undang-
Undang tersebut. 
Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan, notaris 
didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk 
membuat akta autentik dan kewenangan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang 
diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang 
yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas 
sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk 
membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang 
diatur oleh UUJN. 
Dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya 
profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta 
autentik. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan 
oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka 
kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Menurut 
Abdul Ghofur Anshori, dalam bukunya mengemukakan 
selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan 
notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan 
perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh 
pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan 
kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan 
perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan 
sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan1. 
Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya 
dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk 
                                                        
1 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif 
Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 15. 
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membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan 
alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, 
peristiwa atau perbuatan hukum. Habib Adjie 
mengemukakan 2: 
Secara substantive akta notaris dapat berupa: (1) 
suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang 
dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk 
akta autentik untuk dijadikan sebagai alat bukti; (2) 
berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa 
tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta 
autentik. 
Akta autentik dalam bentuk akta notaris 
berdasarkan sifatnya dikenal dalam bentuk akta partij dan 
akta pejabat. Akta partij atau akta pihak-pihak yaitu akta 
yang selain memuat apa yang disaksikan dan dialami oleh 
notaris juga memuat apa yang dijanjikan atau ditentukan 
oleh pihak-pihak yang menghadap Notaris. Akta pejabat 
yaitu akta yang hanya memuat apa yang dialami dan 
disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum.  
Pengangkatan notaris berdasarkan Pasal 2 UUJN 
dilakukan oleh Menteri, yang dalam hal ini Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya mengenai 
pemberhentian notaris diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 
Pasal 14 UUJN. Dalam Pasal 8 UUJN ayat (1) ditentukan: 
Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya 
dengan hormat salah satunya karena meninggal dunia. 
Perihal notaris meninggal dunia, ada ketentuan-
ketentuan yang perlu dilakukan oleh ahli waris notaris 
berkenaan dengan penyerahan protokol notaris kepada 
notaris lain sebagaimana ketentuan UUJN. 
Pada prinsipnya setiap kali ada notaris yang 
meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 UUJN, maka 
keluarganya atau ahli warisnya wajib memberitahukan 
kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) paling lambat 7 
                                                        
2Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris 
sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 32.   
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(tujuh) hari kerja. Dalam hal notaris meninggal dunia, maka 
protokol notaris tersebut akan diserahkan kepada notaris 
lain yang akan menggantikannya sebagaimana ketentuan 
Pasal 62 huruf a UUJN. Penyerahan protokol dalam hal 
Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris 
kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sebagaimana 
ketentuan Pasal 63 ayat (2) UUJN. Berdasarkan pasal ini 
dapat dikatakan bahwa notaris lain yang akan menerima 
protokol notaris yang telah meninggal dunia adalah notaris 
yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan protokol tersebut 
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan 
pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang 
ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang 
menerima protokol notaris sebagaimana Pasal 63 ayat (1) 
UUJN. 
Kewajiban penyimpanan tersebut tidak hanya 
terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau di 
hadapan notaris tersebut tetapi juga berlaku terhadap 
protokol notaris lain yang dia terima baik karena notaris 
lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatan, 
ataupun sebab lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 
UUJN. 
Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang 
merupakan arsip negara yang harus disimpan dan 
dipelihara oleh notaris sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 1 angka 13 UUJN. Protokol Notaris, menurut 
penjelasan Pasal 62 UUJN, terdiri atas: 
1. minuta Akta; 
2. buku daftar akta atau repertorium; 
3. buku daftar akta di bawah tangan yang 
penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau 
akta di bawah tangan yang didaftar; 
4. buku daftar nama penghadap atau klapper; 
5. buku daftar protes; 
6. buku daftar wasiat; dan 
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7. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam UUJN juga diatur bahwa jika Notaris 
meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan 
notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat 
Sementara Notaris paling lama 30 hari terhitung sejak 
tanggal Notaris meninggal dunia sebagaimana ketentuan 
Pasal 35 ayat (3) UUJN. Pejabat Sementara Notaris wajib 
menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal 
dunia kepada MPD paling lama 60 hari terhitung sejak 
tanggal Notaris meninggal dunia sebagaimana ketentuan 
Pasal 35 ayat (4).  
Persoalannya adalah protokol notaris tersebut hilang 
pada saat notaris masih hidup sehingga notaris tersebut 
tidak dapat melakukan kewajibannya menyimpan protokol 
notaris. Padahal menyimpan minuta akta adalah merupakan 
kewajiban Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) 
huruf b UUJN yang menentukan bahwa membuat Akta dalam 
bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari 
Protokol Notaris. 
Berdasarkan ketentuan tersebut notaris 
berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris. 
Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat saat 
ini adalah tidak seluruhnya Notaris tersebut bisa memahami 
prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau 
melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris 
kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas 
Daerah. Lebih-lebih alasannya bukan hanya tidak tahu 
prosedurnya tetapi justru protokol notaris tersebut hilang. 
Hal ini menyebabkan kesimpang siuran masyarakat yang 
membutuhkan protokol yang seharusnya bisa disimpan dan 
diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis 
Pengawas Daerah. Secara tidak langsung dapat berakibat 
fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang 
sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih 
membutuhkan akta yang terdapat didalam protokol Notaris 
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yang telah meninggal tersebut untuk keperluan kepastian 
hukumnya. 
Bagi ahli waris notaris juga tidak tahu menahu 
tentang hilangnya protokol tersebut, sehingga ahli waris 
tidak dapat menyerahkan protokol notaris sampai dengan 
batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.yang 
hanya dibatasi sampai dengan 30 hari atau 1 bulan setelah 
notaris meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 63 
ayat (1) UUJN. Inilah yang menjadi fokus kajian dari tulisan 
ini, yaitu “akibat hukum protokol notaris yang tidak 
diserahkan oleh ahli waris kepada notaris lain”. 
 
 
B. Kelanjutan Tugas Notaris yang Meninggal Dunia 
Menurut Pasal 1 angka 2 UUJN yang dimaksud 
dengan Pejabat Sementara Notaris adalah seoerang yang 
sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan 
jabatan notaris yang meninggal dunia, diberhentikan atau 
diberhentikan sementara. 
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 
diberikan wewenang tertentu. Notaris yang meninggal dunia 
berarti sudah tidak dapat menjalankan kewenangan apapun, 
sehingga dengan demikian tidak dapat jabatan notaris yang 
disandangnya digantikan oleh orang lain. Hal ini sama 
artinya dengan notaris yang diberhentikan atau 
diberhentikan sementara dari jabatannya.3 
Notaris yang meninggal dunia dan notaris yang 
diberhentikan dengan tetap tidak perelu ada Pejabat 
Sementara Notaris, karena notaris yang meninggal dunia 
dan diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai 
kewenangan lagi artinya jabatan Notaris yang disandangnya 
telah berhenti dan sudah pasti tidak akan kembali atau 
diangkat lagi sebagai Notaris. Dalam hal terjadi demikian, 
maka sangat logis jika protokol notaris yang bresangkutan 
                                                        
3 Philiphus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, 
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 82. 
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disimpan oleh notaris lain, sedangkan untuk notaris yang 
diberhentikan sementara juga untuk sementara waktu tidak 
mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas jabatan 
notaris, sehingga suatu hal yang sangat tidak logis orang 
yang sudah tidak mempunyai kewenangan meskipun untuk 
semenara waktu kewenangannya dijalankan oleh orang lain 
atau dengan mengangkat Pejabat Sementara Notaris. 
Menurut Pasal 1 angka 3 UUJN yang dimaksud 
dengan Notaris pengganti adalah seorang yang sementatara 
diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang 
sedang cuti, sakit, atau untuk semenara berhalangan 
menjalankan jabatannya sebagai notaris. Notaris Pengganti 
sifatnya sementara saja, sehingga dapat disebut 
menjalankan tugas jabatan notaris dari notaris yang sedang 
cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan 
jabatan sebagai notaris. Ketentuan Pasal ini untuk menjaga 
kesinambungan jabatan notaris sepanjang kewenangan 
notaris masih melekat pada notaris yang digantikan. 
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dibatasi 
oleh umur (biologis) notaris yang bersangkutan, sehingga 
dari segi pertanggungjabawannya terhadap akta yang dibuat 
di hadapan dan oleh notaris, dibatasi oleh waktu 
pengangkatannya. 
Notaris, Notaris pengganti dan Pejabat Sementara 
Notaris mempunyai batas waktu dalam menjalankan tugas 
jabatannya. Batas waktu untuk Notaris  sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUJN. 
Pembatasn pada umur notaris atau karena alas an lain 
tersebut di atas merupakan batas bagi notaris sudah tidak 
dapat melakukan kewenangan apapun. Batas umur atau 
karena alas an lain tersebut tidak berlaku untuk Pejabat 
Sementara Notaris dan Notaris Pengganti. Hal ini dikaitkan 
dengan pengertian Pejabat Sementara Notaris sebagaimana 
Pasal 1 angka 2, Notaris Pengganti sebagaimana Pasal 1 
angka 3 UUJN. 
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Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti 
melaksanakan kewenangan notaris sebagaimana ketentuan 
Pasal 33 ayat (2) UUJN. Pelaksanaan tugas jabatan notaris 
oleh Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dibatasi 
oleh waktu yang ditentukan dalam surat keputusan 
pengangkatannya. Setelah waktunya selesai, maka Pejabat 
Sementara Notaris wajib menyerahkan kembali jabatan dan 
protokolnya kepada notaris yang ditunjuk oleh Majelis 
Pengawas Notaris, dan Notaris Pengganti wajib 
menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada 
notaris yang digantikannya. 
Batas kewenangan Pejabat Sementara Notaris dan 
Notaris Pengganti berakhir ketika batas yang tercantum 
dalam surat keputusannya telah habis. Seorang notaris yang 
pensiun atau diberhentikan sebagai notaris dan Pejabat 
Sementara Notaris, dan  Notaris Pengganti sudah selesai 
melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan 
keputusannya pengangkatannya, maka telah selesai pula 
pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan tugas 
jabatannya4. 
Batas pertanggungjawaban notaris, Pejabat 
Sementara Notaris, dan Notaris Penggganti dapat diminta 
sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan 
tugas jabatan sebagai notaris, atau kesalahan-kesalahan 
yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai 
notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap 
notaris dapa dijatuhkan sepanjang notaris, Pejabat 
Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti masih berwenang 
untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris. 
Pertanggungjawaban seperti di atas sesuai dengan 
jiwa Pasal 1870 BW, bahwa: “Suatu akta otentik 
memberikan di antara para pihak beserta para ahli warisnya 
atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, 
                                                        
4 Habib Adjie, “Tanggung Jawab Notaris, Notaris pengganti, Notaris 
Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris Sampai Hembusan 
Nafas Terakhir”, Renvoi, Nomor 26. Th. III, 3 Juli 2005. 
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suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di 
dalamnya. 
Penyimpanan Protokol Notaris oleh notaris 
pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga 
umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna 
bagi para pihak atau ahli warisnya tenang segala hal yang 
termuat di dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk 
salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh yang 
bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan selama 
ada yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris 
pemegang protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah. 
Notaris meninggal dunia, tetapi akta notaris akan tetap ada 
yang mempunyai umur yuridis, dan melebihi umur biologis 
notaris sendiri. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 
pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti dan Pejabat 
Sementara Notaris sebagai jabatan yang bertindak 
berdasarkan kewenangan yang diberikan menurut 
UndangUUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya, 
bertanggung jawab sepanjang masih mempunyai weenang 
untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Jabatan 
tersebut tidak terus menerus melekat selama notaris, 
notaris pengganti dan Pejabat Sementara Notaris hidup, 
jabatan tersebut melekat pada jabatan tersebut selama 
belum pensiun  dan masih mempunyai kewenangan 
berdasarkan UUJN dan peraturan perundangan lainnya. 
Pasal 65 UUJN menentukan: Notaris, Notaris 
Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung 
jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol 
notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak 
penyimpan protokol notaris. Menurut ketentuan Pasal 
tersebut berarti notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat 
Sementara Notaris masih harus bertanggung jawab sampai 
hembusan nafas terakhir. 
Kaitannya dengan Pasal 65 tersebut, seharusnya 
menurut hukum, MPD tetap berwenang untuk 
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memeriksa/menyidangkan dan memberikan persetujuan 
atau tidak memberikan persetujuan atas permintaan 
peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim terhadap 
Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris 
yang pensiun. Hal ini juga sebagai bentuk perlindungan 
hukum untuk notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat 
Sementara Notaris yang pensiun. 
 
C. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris  
Salah satu tujuan dari pembuatan akta notaris adalah 
untuk memiliki kepastian hukum. Akta notaris memiliki 
kekuatan hukum yang kuat. Keberadaan akta autentik 
notaris akan sangat membantu jika salah satu pihak yang 
menandatangani melakukan pelanggaran perjanjian itu. 
Akta autentik notaris juga merupakan alat bukti yang 
sempurna dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di 
pengadilan. 
Akta autentik yang dibuat di hadapan notaris hanya 
mengatur tentang kepentingan yang terbatas pada pihak-
pihak yang menandatangani akta tersebut. Isi akta atau isi 
perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan secara luas 
kepada pihak lain di luar kedua belah pihak. Hal ini mengacu 
pada Pasal 1315 dan 1340 BW. Pasal 1315 intinya 
menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang tidak dapat 
mengikatkan diri atau berjanji untuk dirinya sendiri. Pasal 
1340 BW menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku pada 
pihak yang membuatnya, dan juga pada pihak ketiga 
berdasarkan ketentuan tertentu sesuai dengan ketentuan 
Pasal 1317 BW. 
Semua akta yang dibuat di hadapan notaris dapat 
disebut sebagai akta autentik. Ada pihak lain yang 
berwenang membuat akta autentik, yaitu kepolisian dan 
catatan sipil. Menurut BW, akta autentik adalah sebuah akta 
yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang 
berwenang di tempat pembuatan akta itu. Proses 
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pembuatan dan penandatanganan akta autentik dilakukan 
dihadapan notaris. Akta autentik dapat membantu bagi 
pemegang/pemiliknya jika tersangkut kasus hukum. 
Sebuah akta disebut akta autentik, jika memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
1. Bentuk akta tersebut sesuai dengan yang ditentukan 
undang-undang. Sebuah akta autentik sudah memiliki 
bentuk pola sendiri. Jadi, seseorang yang ingin membuat 
akta autentik di hadapan notaris tidak dapat membuat 
dengan format sembarangan. 
2. Akta autentik dibuat di hadapan pejabat umum yang 
diangkat negara. Notaris adalah salah satu pejabat 
umum yang mempunyai wewenang untuk membuat 
akta autentik. 
3. Akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang atau 
notaris yang berhak. Seoreang notaris yang sedang cuti 
atau sedang bermasalah tidak berwenang untuk 
membuat akta autentik. Seorang notaris yang sedang 
dibekukan izinnya atau yang belum memiliki izin, tidak 
dapat membuat sebuah akta autentik5. 
Sebuah akta autentik merupakan dokumen yang sah 
dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di 
sini berarti hakim menganggap semua yang tertera dalam 
akta merupakan h al yang benar, kecuali ada akta lain yang 
dapat membuktikan bahwa isi akta pertama tersebut salah. 
Pembuatan akta autentik menjadi sesuatu yang penting. 
Memiliki akta autentik berarti memiliki bukti atau landasan 
yang kuat di mata hukum. 
Kekuatan hukum sebuah akta autentik ditunjang oleh 
beberapa hal. Akta autentik dibuat di hadapan seorang 
pejabat umum Negara sehingga legalitasnya dapat 
dipastikan, ditambah lagi bahwa seorang pejabat umum 
Negara tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. 
Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat sendiri, meskipun 
                                                        
5 Ira Koesoemawati, Yunirman Rijan, Ke Notaris, (Jakarta: 2009, 
Raih Asa Sukses), h. 83  
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disaksikan pihak ketiga, tetapi hal itu tidak dapat menjadi 
sebuah jaminan. Dapat saja pihak-pihak yang terlibat 
pembuatan akta menyangkal keterlibatannya. Hal ini dapat 
saja terjadi karena mereka mempunyai kepentingan sendiri-
sendiri. 
Hal lain yang membuat akta autentik memiliki 
kekuatan hukum adalah karena akta autentik memiliki 
minuta akta yang disimpan oleh Negara melalui notaris. 
Sangat kecil kemungkinan akta autentik hilang. Bukan hanya 
itu, jika seseorang menyangkal isi atau keberadaan akta 
autentik maka akan mudah untuk diperiksa kebenarannya. 
Tetapi bukan tidak mungkin akta autentik atau bahkan 
sudah terkumpul dalam protokol notaris hilang, sehingga 
tidak bisa diselamatkan dan tidak ada yang bertanggung 
jawab tentang keberadaannya. 
Notaris adalah pejabat umum yang diberi 
kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki 
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. 
Ketika wewenang itu diberikan maka akan melekat 
tanggung jawab kepada notaris terhadap peralihan protokol 
tersebut, termasuk kepada notaris penerima protokol 
notaris.  
Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang 
merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan 
dipelihara oleh seorang Notaris. Protokol notaris terdiri dari 
atas : Minuta akta, Daftar akta atau Repertorium, Buku 
daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya 
dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang 
didaftar, Buku Daftar nama penghadap atau klapper, Buku 
Daftar protes, Buku daftar wasiat, Buku daftar lain yang 
disimpan oleh Notaris. Apabila Notaris telah meninggal 
dunia, maka ahli waris suami/istri, keluarga sedarah dalam 
garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan 
kepada Majelis Pengawas Daerah, pemberitahuan tersebut 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 
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Pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris yang 
meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 UUJN, maka: 
keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Dalam hal Notaris yang 
meninggal dunia tersebut pada saat menjalankan cuti, maka 
tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti 
sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. 
Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol 
Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD 
paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 
Notaris meninggal dunia. 
Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka protokol 
Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain yang 
akan menggantikannya sebagaimana ketentuan Pasal 62 
huruf a UUJN. Penyerahan protokol dalam hal Notaris 
meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 
ayat (2), dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris 
lain yang ditunjuk oleh MPD. Berdasarkan ketentuan pasal-
pasal di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hal terjadi 
Notaris meninggal dunia, maka urutan-urutan yang perlu 
dilakukan oleh ahli waris adalah pertama memberitahukan 
hal kematian Notaris tersebut kepada MPD dalam jangka 
waktu maksimal 7 hari, kedua ahli waris menyerahkan 
Protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh 
MPD. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 
30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara 
penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang 
menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris (Pasal 
63 ayat (1) UUJN. 
Notaris penerima protokol mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pasal 16 ayat 
(1) huruf b dan d UUJN mewajibkan setiap notaris untuk 
menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol 
notaris dan mewajibkan setiap notaris untuk mengeluarkan 
grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan 
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minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari 
para pihak. Notaris penerima protokol perlu bertindak hati-
hati dalam menyimpan setiap protokol yang diserahkan 
kepadanya. Penyerahan protokol notaris kepada notaris lain 
diatur dalam Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64, serta Pasal 65 
UUJN. Setiap calon notaris pada saat mendaftarkan diri 
sebagai notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia sudah diwajibkan menandatangani surat 
pernyataan yang isinya adalah bersedia menerima protokol 
notaris dari notaris lain. Jadi tidak ada alaan lain bagi notaris 
lain yang ditunjuk oleh MPD sebagai penerima protokol 
untuk menerima dan memelihara protokol tersebut. 
Penunjukan notaris penerima protokol karena 
notaris pembuat akta meninggal dunia, dan juga terhadap 
notaris yang diberhentikan sementara lebih dari 3 (tiga) 
bulan, dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. 
Penunjukkan notaris penerima protokol karena notaris 
pembuat akta telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, 
tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk 
melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus 
menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, 
diberhentikan sementara dilakukan oleh Menteri atas usul 
Majelis Pengawas Daerah. Penunjukkan notaris penerima 
protokol oleh Majelis Pengawas Daerah belum terdapat 
peraturan pelaksanaan yang mengatur untuk menunjuk 
siapa Notaris yang akan menerima protokol dari notaris lain. 
Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol notaris 
lain harus menyimpan dan memelihara protokol notaris 
dengan baik selayaknya arsip negara.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat 
disimpulkan prosedur penyerahan protokol notaris kepada 
notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah 
adalah sebagaimana ketentuan Pasal 62 huruf a, dan juga 
Pasal 63 ayat (2) UUJN yang intinya menyebutkan bahwa 
penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris 
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notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis 
Pengawas Daerah.  
 
D. Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak 
Diserahkan Kepada Notaris Lain  
Dalam Pasal 1 UUJN dikemukakan bahwa 
Notarisadalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang 
untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, 
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu 
peraturan umum atau oleh yang berkepentingan 
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, 
menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan 
memberikan grosse,salinan, dan kutipanya, semuanya 
sepanjang akta itu oleh suatu peraturantidak juga 
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang 
lain. 
Merujuk pada pengertian Notaris di atas dapat 
dikatakan bahwa Notaris merupakan salah satu profesi yang 
mempunyai karateristik tersendiri dibandingkan profesi lain 
seperti : Advokat, jaksa, arbirter dan hakim. Tugas notaris 
adalah membantu orang-orang yangmempunyai masalah 
hukum, terutama yang berkenaan dengan pembuatan akta 
sebagai tugas utama dari Notaris. 
Seorang notaris dalam bertingkah laku menjalankan 
profesinya, dituntut untuk tidak sekedar dibatasi oleh 
norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang 
berlaku secara umum, tetapi juga harus patuhterhadap 
ketentuan-ketentuan etika profesi, yang diatur dalam kode 
etikprofesi. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya 
berwenang untukmembuat aktaautentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian dan ketetapanyang diharuskan oleh 
suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang 
berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta autentik.  
Hadirnya Institusi Notaris di Indonesia perlu 
dilakukan pengawasan oleh Pemerintah, tujuannya agar 
para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya 
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memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan 
kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat 
olehpemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris 
sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang 
dilayaninya. Pengawasan bertujuan agar notaris patuh dan 
taat dalam menjalankan profesinya danselalu menjunjung 
tinggi kode etik profesi notaris dan peraturanperundang-
undangan. 
Adanya pengawasan dan juga kode etik profesi, maka 
seorang Notaris tidak diizinkan berbuat sewenang-wenang 
dan sekendak hatinya. Pengawasan pada dasarnya adalah 
upaya untuk melihat atau mengetahui apakah pekerjaan 
atau jabatan telah dilakukan sesuai dengan seharusnya. 
Pengawasan juga dilakukan untuk mengetahui tugas Notaris 
dalam membuat akta yang harus sesuai dengan mekanisme 
atau tata caraatau prosedur yang diberlakukan di UUJN. 
Mengingat esensi pengawasan sebagaimana tersebut 
diatas maka seharusnyapengawasan dilakukan oleh orang 
yang mengetahui atau memahami bagaimana jabatan 
tersebut seharusnya dilakukan, hal ini tidak terkecuali 
terhadap jabatan Notaris. Pasal 67 UUJN menentukan: 
(1)  Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.  
(2)  Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis 
Pengawas.  
(3)  Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:  
a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;  
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan  
c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 67 UUJN tersebut di 
atas, dapat dikatakan bahwa UUJN mengamanatkan 
pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, yang 
dalam pelaksanaannya menteri membentuk Majelis 
Pengawas yang terdiri dari tiga unsur yaitu pemerintah, 
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organisasi Notaris dan ahli atau akademisi. Ketiga unsur 
tersebut seharusnya tidak saja mengetahui dan memahami 
bagaimana pekerjaan atau jabatan Notaris dijalankan, tetapi 
juga harus memahami tugas dan fungsi Notaris. 
Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris adalah alat 
perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau 
lembagayang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam 
Perkumpulan yang bertugas untuk : 
- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, 
pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode 
etik; 
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan 
pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal 
atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan 
masyarakat secara langsung; 
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis 
Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan 
Jabatan Notaris. 
Wewenang pengawasan atas notaris ada di tangan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam 
praktek, Menteri melimpahkan wewenang itu kepada 
Majelis Pengawas Notaris yang dia bentuk. Pengawasan 
tersebuttermasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri 
terhadap notaris sepertimenurut penjelasan Pasal 67 ayat 
(1) UUJN. Pasal 1 angka (1) PeraturanMenteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor40 Tahun 
2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan 
Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis 
Pengawas, menegaskan yang dimaksud denganpengawasan 
adalah kegiatan prefentif dan kuratif termasuk 
kegiatanpembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas 
terhadap notaris. 
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Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas diatur 
di dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN. Majelis Pengawas 
Daerah berkedudukan di kabupaten atau kota yang dimana 
dalam pelaksanaannyadibantu oleh seorang sekretaris yang 
ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah. Dalam 
pelaksanaannya Selain adanya Majelis Pengawas Daerah, 
juga terdapat Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas 
Wilayah ini berkedudukan di ibu kota provinsi yang dimana 
memiliki kewenangan serta kewajiban yang berbeda dengan 
Majelis Pengawas Daerah. 
Keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas 
Wilayah bersifat final dan setiap keputusan yang dijatuhkan 
akan dibuat dalam berita acara. Dalam pemeriksaannya, 
Notaris diperkenankan melakukan pembelaan dan 
pemeriksaan tersebut bersifat tertutup untuk umum. Selain 
memiliki kewenangan, Majelis Pengawas Wilayah memiliki 
kewajiban yang sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UUJN 
yang berupa: 
1. Menyampaikan keputusan kepada notaris yang 
bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis 
Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris; 
2. Menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada 
Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan 
penolakan cuti. 
Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris 
ditingkatkan yang paling tinggi dilakukan oleh Majelis 
Pengawas Pusat, yang berkedudukan di ibukota negara, 
yangmemiliki kewenangan untuk: 
1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan 
mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap 
penjatuhan sanksi danpenolakan cuti; 
2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan 
pemeriksaan; 
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan 
4. Mengusulkan pemberhentian sanksi berupa 
pemberhentian dengantidak hormat kepada Menteri. 
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Dewan Kehormatan Notaris diatur dalam Kode Etik 
Notaris dalamorganisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). 
Dewan Kehormatan Notarissebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 1 angka 8 INI adalah alat perlengkapan 
Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang 
mandiri dan bebasdari keberpihakan dalam Perkumpulan 
yang bertugas dan berwenang untuk : 
- melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota 
dalampenegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik 
Notaris; 
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan 
pelanggaranketentuan Kode Etik Notaris; 
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis 
Pengawasdan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas 
dugaan pelanggaranKode Etik Notaris dan jabatan 
Notaris; 
- melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan 
secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak 
yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan 
Kode Etik Notaris; 
- membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik 
Notarisbersama-sama dengan Pengurus Pusat. 
Bab V kode etik notaris memuat tentang tatacara 
penegakan kodeetik yang didalamnya mengatur tentang 
pengawasan seperti yangdijelaskan pada pasal 7 : 
Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
a. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah 
danDewan Kehormatan Daerah; 
b. Pada tingkat propinsi oleh Pengurus Wilayah Ikatan 
NotarisIndonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah; 
c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat Ikatan 
Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat. 
Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 62 UUJN dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari 
dengan pembuatan berita acarapenyerahan Protokol Notaris 
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yang ditandatangani oleh yangmenyerahkan dan yang 
menerima Protokol Notaris.Dalam hal terjadi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 huruf aUUJN yaitu dalam hal 
notaris meninggal, penyerahan Protokol Notaris dilakukan 
oleh ahli waris notaris kepadanotaris lain yang ditunjuk oleh 
Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal terjadi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 huruf g UUJN, penyerahan 
Protokol Notaris dilakukan oleh notariskepada notaris 
lainyang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika 
pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. Dalam 
hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf 
b,huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h UUJN, penyerahan 
Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain 
yang ditunjuk oleh Menteri atasusul Majelis Pengawas 
Daerah. 
Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu 
penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau 
lebih diserahkan oleh notarispenerima Protokol Notaris 
kepada Majelis Pengawas Daerah.Berdasarkan ketentuan 
Pasal 63 ayat (4) UUJN tersebut, makasetelah masa jabatan 
notaris berakhir, protokol notaris diserahkankepada notaris 
lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas 
Daerah. Kedudukan hukum protokolnotaris yang telah 
diserahkan beralih ke notaris yang menggantikan notaris 
yang telah berakhir masa jabatannya, atau kepada Majelis 
Pengawas Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (5) 
UUJN. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN 
tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris lain yang akan 
menerima protokol notaris yang telahberakhir masa 
jabatannya adalah notaris yang ditunjuk oleh Majelis 
Pengawas Daerah.Penyerahan protokol tersebut dilakukan 
paling lama 30 (tiga puluh) haridengan pembuatan berita 
acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh 
yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris. 
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Notaris Penyimpan Protokol adalah notaris yang 
diberi kewenanganyang sah oleh Majelis Pengawas Daerah 
atau Menteri untuk menyimpanprotokol dari notaris yang 
dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12UUJN. Notaris 
Penyimpan Protokol memiliki peranyang sangat penting 
dalam kehidupan masyarakat. Penegasan Pasal 16 ayat (1) 
huruf b dan f UUJN jelas mewajibkan setiap Notarisuntuk 
menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol 
notaris danmewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan 
Grosse akta, salinan aktaatau kutipan akta berdasarkan 
minuta akta atas permintaan para pihakatau para ahli waris 
dari para pihak.  
Berdasarkan ketentuan UUJN tersebut dapat 
ditegaskan bahwa baik notaris yang menyerahkan maupun 
notaris yang menerima Protokol Notaris perlu 
bertindakhati-hati dalam menyimpan setiap protokol 
misalnya dengan menyimpan di tempat yang aman dan 
bebas dari bahayapencurian, bahaya kebakaran, suhu yang 
lembab,dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak 
akta, agar dokumen tersebut tidak hilang,rusak dan musnah. 
Protokol Notaris sebagaimana didefinisikan dalamPasal 1 
angka 13 UUJN adalah arsip negara. Pentingnya Akta 
Notarissebagai Akta Autentik dan Protokol Notaris 
digambarkan dalam bagian Penjelasan Umum UUJN, sebagai 
berikut: Notaris adalah pejabat umumyang berwenang 
antuk membuat akta autentik sejauh pembuatan 
aktaautentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum 
lainnya. Pembuatanakta autentik diharuskan oleh peraturan 
perundang-undangandalam rangka menciptakan kepastian, 
ketertiban, dan perlindungan hukum. 
Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan 
notaris, bukan sajakarena diharuskan oleh peraturan 
perundang-undangan, tetapi juga karenadikehendaki oleh 
pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak 
dankewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan 
perlindunganhukum bagi pihak yang berkepentingan 
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sekaligus bagi masyarakatsecara keseluruhan. Berdasarkan 
hal tersebut, Akta Notaris dan Protokol Notaris bukan hanya 
menjagakepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi 
pihak yangberkepentingan semata-mata, melainkan juga 
bagi masyarakatsecara keseluruhan.  
Kewajiban ahli waris notaris meninggal dunia selain 
memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, maka 
ahli waris wajib untuk menyerahkan protokol notaris. 
Protokol notaris harus diserahkan paling lama 30 
(tigapuluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan 
protokol notaris yang ditandatangani oleh yang 
menyerahkan dan yang menerima protokol notaris.  
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa 
protokol Notaris terdiri dari: 
a. Bundel minuta akta 
b. Buku daftar akta protes 
c. Buku daftar wasiat 
d. Buku daftar akta atau repertorium 
e. Buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan 
f. Buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan 
g. Klapper untuk daftar akta, dan 
h. Klaper untuk daftar surat dibawah tangan yang 
disahkan, serta 
i. Buku-buku lain yang harus dibuat, diisi dan disimpan 
oleh Notaris yang diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Notaris bertindak sebagai pihak yang 
mempertanggungjawabkan Protokol Notaris berdasarkan 
sumpah/janji jabatannya serta melaksanakan sesuai dengan 
karakteristik jabatan yang telah ditentukan dalam Undang-
undang. Tanggung jawab ini pun masih berjalan walaupun 
seiring notaris telah meninggal dunia. Bentuk 
pertanggungjawaban tersebut adalah dengan melaksanakan 
kegiatan peralihan penyerahan protokol dari ahli waris 
Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris 
penerima protokol. 
Brinda Anitha Wirastuti-J. Andy Hartanto 
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Selanjutnya apabila ahli waris tidak menyerahkan 
protokol notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) UUJN, maka 
tindakan yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas 
Daerah adalah mengambil protokol notaris tersebut karena 
hal itu adalah kewenangan Majelis Pengawas Daerah, 
sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (6) UUJN. 
Pro aktif Majelis Pengawas Daerah dalam mengambil 
protokol notaris dari ahli waris notaris yang meninggal 
dunia tidak lain karena protokol notaris merupakan arsip 
Negara yang harus disimpan dan diselamatkan. Protokol 
notaris sebagai arsip negara bila tidak segera diserahkan 
kepada yang berwenang, yaitu Majelis Pengawas Daerah 
atau Notaris yang ditunjuk sebagai Penerima protokol 
melebihi jangka waktu yang telah ditentukan undang-




Dari berbagai pemaparan di atas, maka bisa 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Protokol Notaris merupakan Arsip Negara yang harus 
disimpan dan dipelihara oleh notaris. Begitu pentingnya 
penyimpanan dan keamanan protokol notaris, maka 
terhadap notaris yang meninggal dunia, terdapat 
kewajiban ahli waris untuk memberitahukan dan 
menyerahkan protokol notaris kepada Majelis Pengawas 
Daerah, selanjutnya Majelis Pengawas Daerah menunjuk 
notaris lain sebagai notaris penerima protokol untuk 
menerima dan menyimpan protokol notaris tersebut. 
2. Protokol notaris yang tidak diserahkan kepada notaris 
lain berakibat kerugian pada para pihak terutama bila 
akta tersebut bermasalah dan diperlukan pembuktian di 
pengadilan oleh para pihak atau pihak-pihak yang 
terkait. Kewenangan MPD lah untuk meminta protokol 
Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan 
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